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BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 22 TAHUY 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran,
pengumuman, dan pemeriksaan  harta kekayaan
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara semakin
berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien
dan efektif;

bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 8 Tahun 2015
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu periu
disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5006}
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yyang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lL.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150},

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang f\paratur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NoMor 5679);

Undang-Undang Nomo' 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelénggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Imé;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo!" 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pejabat Pemerintahan (Lemba’an Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor' 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor' 5943);
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11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun
2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2005 Tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun
2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra
Indramayu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daefah Air Minum Tirta Darma
Ayu Kabupaten Indramayu;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun
2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Karya Remaja Indramayu;

. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEXAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Indramayu.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indramayu.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayu.

4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indramayu.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.

7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil
Negara yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatul Negara dan Reformasi Birokrasi.
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8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara
negara yang dituangkan dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi,

9. Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah pengelola yang melaksanakan
penyelenggaraan pengelolaan LHKPN dan LHKASN terdiri dari unsur
Inspektorat dan BKPSDM.

10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya.

11. Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat
lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

15. Wajib lapor LHKASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan laporan harta
kekayaannya.

16. Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Direksi
BUMD adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma
Ayu Kab. Indramayu, Direksi pada Perusahaan Daerah Badan
Perkreditan Rakyat Karya Remaja Kabupaten Indramayu dan Direksi
pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.

17. e-LHKPN adalah aplikasi penyampaian LHKPN seeara elektronik,
18. Siharka adalah aplikasi penyampaian LHKASN secara elektronik

Pasal 2

Penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN bertujuan untuk mewujudkan

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme,
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BAB 1I
WAJIB LAPOR LHKPN DAN LHKASN
Pasal 3

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berik!t :

a. Bupati,

b. Wakil Bupati

¢. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon Il meliputi Sekretaris
Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf
Ahli Bupati;
d. Pejabat Administrator setara eselon Il sebagai Kepala Perangkat

Daerah;

e. Direksi BUMD;
f. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah KabUpaten
Indramayu yang wajib menyampaikan LHKASN adalah sebagai berikut :
Pejabat Administrator setara Eselon IIJ;

Pejabat Pengawas setara Eselon IV;

Kepala Sekolah TK, SD dan SMP;

Pengawas Sekolah TK,SD dan SMP;

Penilik Sekolah TK, SD dan SMP dan;

Pejabat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

"o AN gp

Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Formulir
Pasal 4

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Wajib

menyampaikan Formulir LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama Kkali
men jabat;

b. Pengangkatan kembali Sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya atau pensiun,

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhimya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.
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Pasal 5

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperolech sejak tanggal | Januari sampai dengan dengan tanggal 3)
Desember.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasai 5

dapat disampaikan kepada KPK melalui :

a. Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau

b. Mengisi Formulir LHKPN format excell untuk kemudian dikirimkan
melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung dikantor
KPK atau melalui pos dalam bentuk file excell yang telah disimpan
dalam media penyimpanan data.

Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) point a akan mendapatkan username dan password setelah
pengelola LHKPN dan LHKASN mendaftarkan di aplikasi e-LHKPN.

Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

nama;

jabatan;

instansi;

tempat dan tanggal lahir;

alamat;

identitas istri atau suami;

identitas anak;

. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
besarnya penghasilan dan pengeluaran;

surat kuasa mendapatkan data keuangan;

surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan

surat pernyataan

RS ERE B BRP O

LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua
Penerimaan LHKPN
Pasal 7

KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian
LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai
petun juk pengisian Formulir LHKPN,
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(3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling
sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta
Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 8

(1) Apabila hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN
belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada
Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan
bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh
Penyelenggara Negara.

(2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan
LHKPN paling lambat 14 hari {empat belas) hari kerja sejk diterimanya
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka Penyclenggara Negara dianggap
menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN telah
lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

Bagian Ketiga
Pengumuman LHKPN
Pasal 10

(1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pengelola LHKPN dan LHKASN
Kabupaten dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara
menyampaikan LHKPN kepada KPK.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan
menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik
maupun non elektronik sebagai berikut :

& media pengumuman KPK;
b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK
untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.
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Baginn Kempat

Formulir LHKPN dan
Format naskah pengumuman Harln Kekayami

Pasnl 12

Format LHKPN dan Format naskah pengumuman llarta Kekayaan sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 terdapat dalam apliknsi e-LHKPN.

BAB IV
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Formulir
Pasal 13

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Wajib

. menyampaikan Formulic LHKASN kepada Pengelola LHKPN dan LHKASN yaitu
pada saat :

a. Setelah 3 (tiga) bulan Peraturan Bupati ini ditetapkan;

b. Setelah 1 (satu) bulan promosi atau mutasi;

¢. Setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; dan

d. 1 (satu) bulan sebelum berhenti dari jabatan/Pensiun.

Pasal 14

(1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan
melalui Aplikasi Stharka pada alamat https://siharka.menpan.go.id

Wajib LHKASN yang menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan mendapatkan username dan password setelah pengelola
LHKPN dan LHKASN mendaftarkan di aplikasi Siharka.

(2)

(3) Format LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya

. memuat :

nama;
nomor KTP;
jenis kelamin;
tempat dan tanggal lahir;
agama;
status perkawinan;
NIP;
. pangkat;
jabatan;
alamat;
. nomor Telepon;
harta Kekayaan
. penghasilan;
pengeluaran;
surat pernyataan,
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Bagian Kedua
Penerimaan LHKASN
Pasal 15

(1) Inspektorat melakukan verifikasi administrasi atas LHKASN yang
disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian
LHKASN sesuai petunjuk pengisian Formulir LHKASN

{3) Apabila hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan penyampaian LHKASN belum lengkap maka Inspektorat akan
menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib LHKASN mengenai bagian-
bagian dari formulir LHKASN yang masih harus diperbaiki dan/atau
dilengkapi oleh Wajib LHKASN.

(4) Wajib LHKASN harus menyampaikan perbaikan paling lambat 14 {empat
belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(5) Dalam hal Wajib LHKASN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka Aparatur Sipil Negara dianggap
menyampaikan LHKASN secara tidak lengkap.

Pasal 16

Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKASN telah
lengkap, maka Inspektorat memberikan tanda terima kepada Wajib LHKASN.

Bagian Ketiga
Formulir LHKASN
Pasal 17

Format LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdapat dalam
aplikasi siharka.

BABIV

PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN
Pasal 18

{(1). Dalam rangka pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indramayu, dibentuk Pengelola LHKPN dan LHKASN yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2). Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
memiliki tugas :

a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap
kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan
harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui
www.elhkpn.kpk.go.id;
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b, berkoordinasi dengan Menteri PAN dan RB dalam hal monitoring dan
evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaan serta pemanfiaatan Aplikasi Siharka
melalui https://siharka.menpan.go.id;

¢. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajb
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;

d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana huruf ¢ ke dalam Aplikasi
e-LHKPN;

e. mengingatkan wajib LHKPN dan wajib LHKASN untuk mematuhi
kewajiban penyampaian dan pengumuman untuk LHKPN;

f. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;

g berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian yang membidang Kepegawaian
sebagai pengelola LHKPN dan LHKASN pada Perangkat Daerah;

h. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan
pengelolaan LHKASN dan LHKPN ini kepada Bupati.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyampaian LHKPN
dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pembinaan secara teknis administratif diantaranya dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Inspektorat.

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penyampaian LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI
SANKSI
Pasal 20

Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan
harta kekayaan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan
pembayaran tunjangan tambahan penghasilan PNS.

Sebelum menjantuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terlebih dahulu melalui proses:

a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan
masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;,

b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan
LHKASN maka kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN tersebut
diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola
LHKPN dan LHKASN memberikan rekomendasi daftar nama Wajib
LHKPN dan Wajib LHKASN yang belum menyampaikan kewajibannya
kepada Perangkat Daerah tersebut untuk ditunda pembayaran
tunjangan tambahan penghasilan PNS.
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(3) Dalam hal Wajib LHKPN dan Wapb LHKASN telah memenuh: kewapban
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Wajib LHKPN dan Wapb LHKASN
berhak menerima tunjangan yang tertunda secara penuh sesuai dengan
haknva setelah diterbitkannya rekomendam dan pengeiola LHKPN dan
LHKASN

BAB VI

BIAYA

Pasal 21
Biava pelaksanaan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten indramayu.

BAB VIiI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Indramayu
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekavaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemenntah
Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlak u

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penemvatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Indramavu

Ditetapkan di Indramayu

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2k Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN NOMOR %2



. " LAMPIRAN1 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR . 22 TAHUN 2017
TANGOAL, : 2h Juli 2017

TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEQARA DAN  LAPORAN  HARTA KEKAYAAN
APARATUR  SIPIL. NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

FORMAT LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

LAPGRAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SENIS LAPORAN Laporan Khusus Taporan Periodit

C Calon Penyelenggara Negara [PN) @nwal Menjabat Cakhir Menjabat (Csedang Menjabat

Tanggs Pelaporan (Bl [EE] SRk Tahun Pelaporan [:!:I:I:!
1 Mama Lengiap / Gelr ¢ In'l j
2. lembaga t = !
3. Jabatan : = |
4, Alamat Kantor

L RINGKASAN LAPCRAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

. 1. HARTA TIDAK BERGERAK {TANAH DAN/ATAL BANGUNAN)
2. HARTA BERGERAK {ALAT TRANSPORTASE DAN MESIN}

3. HARTA BERGERAK LAINNYA

4 SURAT BERHARGA

5. KAS DAN SETARA KAS

6 HARTA LAINNYA

TOTAL HARTA

7. HUTANG

gl ® 8| & 8 &§ & & ¥

TOTAL HARTA KEKAYAAN

Sayayang bartanda tangan dibawah ind menyatakan behwa
a. Laporan Harts Kekayasn Penyeienggara Nagara (LHKPN) IniSays buat Wnbcmr-bmma dalamkesdaan sadar tanpy tekenan maypun paksaen deam bentuk apspun dan oleh spapun. Apatels

dikemudian harl terdapd perubshan balk han Maupun PERGURANG kayaan Says dankelusga Sava, maka Sava wijib melaparkan perubshan Bengan
huloum yang berlaku. Dan apabila dilemudian harl terdagat harta kekayasn Saya dan kehuarga Sava yang meniadi tanggungan Sava tidak 5aya laporkan, maka Sayabersetia untuk bertanggungawab
eyt £ Inelaly

B " 2 L itas dan P FEmm— Laporn HaraKekrydan PenysienggaraNegena i di tempatian dalam medsh pengunvoman KBK dan atiy

instansiaears informasiywal barl oublik.

{ )

“Laporan harta kikayaan ink sesual dengeny 9ng BHaporken cleh Panyslenggarabiegara dan tidak dapat diadskan dasercieh Penyeitngzara Negara atau sWEAPUN juga untuk menyatakan bahwa harta yang

Halaman ke 1 dan 12




2

1. Nama Lengkap / Gelar

2. NK

1 No Kartu Keluarga

4. NPWP

5 Alamat Email Aktf

B No Telepon Rumah

7. No Handphone Aktif

8 labatan Lainnya/Rangkap Jabatan
a Eselon”"

b. Unit Kerja Eselon i/Setara

¢t Lembaga

|

fl. DATA PRIBADI

Keterangan:

")Apabila ada =*) Pilih salzh satu

Halaman ke 2 dari 12

|
N NAIVA 1S TR|FSU&AYRNAK

12§

1ll.1. DATA KELUARGA INTI*
TLMPAT DAN TANGGAL NIKCAH

(DINGAN PASANGAN PH
3] e [a}

[0 T

TEAPAT DAN TANGGAL (AHIR
JENIS KELATVIN

—p———

FEKRIAAN

BE]

ALARAAT RUMAH

____lsl_f -

v
v
.| |0 [0 010 |0 o T
- 7]
| 5 |0 M 0| DM

i

O M OO CO CEEL

]

Keterangan:
*} Ketuarpa int): tercontum dolom KortuKeluorge PN

2] pilifs solak satu dengon memberi nda siiang/centong

Lembar ﬂﬂmmm

Wehman ke 7 dan 11



NAMA

y
4

TEMPAT DAN TANGGAL LAKIRYS
HUBUINGAN DENGAN PN NI : " PEKLRIAAN
JENIS ELLAMIN

1%)

ALAMAT RUMAH

i

(LT
[ =

LT

L L LT
L]

Keterangan

*Welvargo intl yang dak lercontum dolom Karlu Keluorgo PN

b i M‘rmwk 13001 kebutuhon

=*}Pilih soioh satu dengan memberi ind silong/certang

Halaman ke & gan 13

IV.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)}
NILAI ESTIMASH
LOKASI KEPEMILIKAN NILAI PEROLEHAN
Jatan/No Tansh JenisBukti® D
Kel/Desa M2/ Nomor Bukti Rp Re
Kecamatan Bangunan Atas Nama’' D
Kab/Kota M2 | Asal-usul Harta” E E E E B [3
Prov/Negars Pemanfaatan”! D [3 E G |
Jalan/No Tanzh Jenis Bukai! D
| KelfDesa M2f|  Nomor Bukti - fio Re
Kecamatan Bangunan Atas Nama”' D
Kab/Kota M2 Asal-usul Harta” GG [3 B B G
Prov/Negara Pemanfaatan® D B E B
IalaryNo Tanah sers Buk [ ]
Kel/Desa m2/| Nomor Bukti = Rp .
Kecamatan Bangunan Atas Nama®™ D
Kab/Kota M2 | Asalusul Harta” ﬁ ElEIE]EIT
Prov/Negana pemanfaaan’ 1 [A[F [
Sub Totad/Total Ro
Ketarangan:
b Jenis Buktl Kepsmbiken ; 1. Sertifliat 2. Lainya ¥ asgd-usul Harta: 1. Wasd Sendirl 2.¥Waisan 3 Hibah dengan A 4 Hibsh tanpa AktaS. Hadah 6. Llahnya
¥ Ataz namar 1. PN yang bersangkuan 2 Pasangan/ Anak 3, Linayi Jika diphhkode 15.d. 6, waph bi lampiran1
* pemanf astan :1, Tempat Tinggal 2 3 Pertanian/Perkebunan/Peri er 4lainnya
mn=ﬁmm Halaman ke 4 dan 12




=S

IV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

s " [ ] senk Bukn”! [ ]
Merek PTTTTOr J  | aan ag| » *o
- et ]
Totwn pembusian | | | | ] remantanan®  J 300
No Pol [/ Regisirast Ket. Lainnys
e [:] Jenls, Bukti” D
Merek s OO00O0CO | » *p
Tpe Atas name® [j
Tahun Pembuatan l [ l I l remantaaee® JOI0O [
No Pol / Reglstrasi Kel. Lainnya
benis ¥ D Jenls Bukt” D
Merek sawavae® QO0O0O0O0 | » Rp
Toe Atas nama” D
’ i CEET i wls s
No Pol. / Registras] Ket. Lainnya |
Sub TotsifToeal | Rp .

Kelorangan:

! yoruin Alat Transportasi/Metin: L. Mobil 2. Molr 3. Kapal Laut/Parabu 4 Pesawat Terbarg 5. Lainoya # Jenk Bulti: L BPEB/STNK 2. Laineya

Y Asabumd Harta, 1 Hasil Sendin 2.wanisan 3, Hibah dengan AkLa 8. Hibah tanpa Alta 5. Hadish 6. Lalnnya Y atas nama: L PN 1 Pasanganianatk 3. Lamevs

i chpliéh kode 2 5. d. 6. Wallb isi lampiran ] “ pemantaatan: 1 Oigunakan Sendin 2. Tidak di sandin& 3. Tidak digunakan sendnd tcak gh 4 Lanrey

lernbor ini dopol diptrbanyok SE3U07 kebutuhon

Hataman &2 5 dan 12

IV.2.2. HARTA BERGERAK LAINNYA

NILAI £5TIMASI

LIRAIAN

{21

Jemis M |:|

Jumniah
Satuan

Ket. Lainnya

ASALUSUL HARTA ©

B

Oc0ooacao

NILAI PEROLEHAN

i5]

Jenis ! I:’

Jumniah
Satuan

Ket. Lalnnya

opoaoeo

jenls ! D

Jumlah

Satvan

Ket. Lalnnya

gooQoocno

enis? ]

Jumish
Satuan

Ket. Lainnya

aocGooco

Rn

Sub Total / Totd

R

iy Haeta Bergenk Lainnya:

Jika dipilih kode 29,4, 6, wall sl lmpican 1
Leendor i dapot ciperionyck Se3uol kebutihon

; 1. Perabotan Rumah Tanggs 1 Barang Elektronik 3. Perhimsan & Logem/Batu Mulla 4Barang SenifAntic 5. Persediasn §. Harta Bergerak ainnya
1
Asxlaul Harte: 1. Hisll Sendin 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hbah tanpa Alda 5. Hadsh 6. Leinnya

Halaman ke & dari 12
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V.. SURAT BERHARGA

h\u“ L

Atatnama ﬂ D D D B G Ro L]

PenebiL/Parurahann
KuyetodinnSeknprilas

oo L
Atasnama® a D o0 og Rp L]

Peoerbil/Perusahs i

Kustodun,Sekue

Joois " .

Atas ramg D D D D G G Rp fp

Penertst/Perusshaan

Kustodian/Sekuritas |

Atasnama DEBBGD R

Penertit/Perusahaan

Rp

Kustodian/Sekuritas

SubTotal [Torsl | Rp

L

Erterangan
Jars : LEkek vara d (Usting) 2. [Perryertapn ol Lintirg Atas nama: 1. PN vang bermangdiutan 2. Putarstar/Seall 3 Laliened
" Mo Harta: 1 Haslh Sendiri, 2. wartsin, 3.bibah dengan Aka. 4. Hibsh uinga Ak, . Hadlah, 6. Lainaya

Halaman ke 7 sam 12

IV.4. KAS DAN SETARA KAS

|
A5Al UsyL HART A NILAlI SALDO

3 Mata Uang :
Ka CEOCEO | 1ndonesia @r) v

o
Nama Bank/Lembaga: Atas nama ! I____] Nilai:

q Ket Ekivalen Rp
Jenis” D o Mata Uang: 7

Ke OCOB00O | singeus (s60) v

Nama Bank/Lembaga: Ats nama’ D Nila:
Ket Ekivalen Rp
Jenist D No . Mata Vang:
@ OEO000 | e on v
Nama Bank/Lembaga: Atas nama?’’ D Nllai:
Ket Ekivalen Rp
senls” D ho P Mata Uang :
et O0008030 | indonesa (0R) v[
Nama Bank/Lembaga; Atas nara ™ D Nltal:
Ket Ekivalen Rp

Sub Total /Totdl | Rp

Keterangan:  Hask usahs/Sews

Y Jenis Kas dan Setara Kas:1. Ueng Tunal 2. Depoto 3 Gio 4 Tabungan S (ainnys # Atasnamz L PN yang bersangkutan 2. Pasengan/Anak 3. Lainnya
" Asakusih Harta: L Hesil Sendini 2 Warisan 3 Hbah dengan Aktad. Hbsh tinpa Alls S Heiah 6. Lakvrs

Lembar Ini dopat diperbanyek sesual kebistuhon

Halaman ke 8 darf 12
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IV.5. HARTA LAINNYA

NILAI CSTIMASE SAAT

UIAIAN ASAL USLH HARTA NILATPERCLEHAN PLIAPOHAN

(1) 14 {5)

Jenlsy) D D D D D D D Ap o

Keterangan

Jenisu[:l ‘DDDDDD fp ke

Keterangan

lenls,’|:| ' DDEDDD Rp Rp

Keterangan

i [ oREEog| . "

Keterangan
l Sub Total / Total |Ap 2
Kewrangsn
U Jervis Harta Lalnnya 1. Piutang 1 Kerjasama Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum, 3 Hak ¥ 4. Dana Pension/Tabungen Harl Tua$. Unitink

6. Sewa angka Panjang Oibayar Dimuka,7. Hak P il Yang Dimiski P gen, &, Lainnya
1 Asal- ugat Harea; 1, Hasil Sendin, 2. Wacisan, 3 Hibah dengan Akta, 4 Hbah tanpa Akta, % Hadidh, & lainnys
Jika dipiph kode2s.d.6, vejib I8l lampisn 1
Lembor ini dapet digerbonyok seaiol keditubon

Halaman ke 9 darl 12

IV.6. HUTANG

URAIAN NAMAKREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG NILAISALDO HUTANG
(2 i3 @) B
Jenls” D Rp Rp
Atas Nama? D
—
Ket
Jenis" II] Rp fp
Atas Nama® D
—
Ket
Jenis D Rp fp
Atas Nama”! D
|
Ket
Jenis® I:l Rp fp
Atas Nama? D
r
Ket
SubTotal /Totdl | g .
Keterangan =

* Junis Hutng : 1, Hutang Konsumtil (KPR Kendaraan, Kartu Knedit, Muliguna) 2. Hutang Komedsisl/Usaha/Komporasi & Hutang Lainnys

B Atas nama: 1. PN yang barsangkutan 2. Pasengan/ Anak 3. Lainwa
Lembor ind dopat diprebomyak sesuai kebutubon

S——
Halaman ke 10 dari 12
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V. INFORMAS! PENERIMAAN TUNAI
Jarwarl ki Derember Tahun

A PENTRAMAAN DA PORTRIAAN M;m:i ,,_ ;:ma;u o
r}-&ww‘v W L _'01_ S
FTW&-MW w Ay Ao R )
- jrmet—
‘ Y [-nm-w- w» L] "y
; = ]
o [Tarcee dovea, s proddes, THE L' ap he
% [ Penmamans & pebeoase vy kp Ap L[]
Ll
SUB TOTAL L hp o
Lxmmmmmm
| » {-ﬁlmwuﬂm L]
| 2 lwm&u e
|L X Twwmaaumw »
- * J'
- UBTOTAL | Mp :
[C_ POTRaMAAN ABSYA |
b}wm np
Y [Perermase warsae L]
3 |Penecmase hbalhasod —
a I.-H"i
SUBTOTAL | Rp
| TOTAL PENERIMAAN & +B+C) | Rp |
| g

V1. INFORMASI PENGELUARAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun

JENIS PENGELUARAN

TOTAL PENGELUARAN

A PENGELUARAN RUTIN

1 4;“ ru mah tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)

Rp
.2 Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infaq, sumbangan lain) Rp
T 3.Pkm baya ra n Pajak (P88, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Ro
4 Peng eluaran nitin lainnya Ro
SUBTOTAL | Rp -
B. PENGELUARAN NON-RUTIN
1 Pembelian/perolehan harta baru Rp
2 Pemeliharaan/ modifikasif rehabilitasi harta Rp
3.Ppngeluaran nonrutin lainnya Rp
SUB TOTAL | Rp 2
C. PENGELUARAN LAINNYA
1 B]l a ya pengurusan waris/hibah/hadiah Rp
2.Pglunasan/angsuran hutang Rp
3 |Pengeluaran Lainnya Rp
SUB TOTAL | Rp -
TOTAL PENGELUARAN (A +B+Q | Rp -

-—
Halaman ke 12 dari 12
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LAMPIRAN 1-INFORMAS| PENJUALAN/PELEPASAN HARTA DAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HIBAH DALAM SETAHUN

NAMA HARTA

NILAI

INFORMASI PIHAK KEDUA

(%)

) Narma
lenls
Keterangan p Alamat
Jenis ! E] Pama
Keterangan Rp Alamat
Jenis M D Mama
Keterangan Rp Alamat
Jenis ¥ [__—I Finrma
Keterangan fp Alamat
Janis D Harma
Keterangan Rp Alamat

Keerangan;

1 Jenss:1. Penjualan Harta2. Pelepssan Hartad. Penerimaan Hbah 4 Pernberian Hibah
lembar inf dapot diperbormyek sesuar kebutuhan

Halaman ke | dari i

URAIAN NAIVIA PIHAK PIM B ERI FASILITAS

(3

-

12t

lenis1 D

Keterangar

LAMPIRAN 2-INFORMAS! PENERIMAAN FASILITAS/BENEFIT DALAM SETAHUN

KETERANGAN

)
Jenls® [:’

Kererangar

Jenlsy) D

Keterangar

e [

Keterangar

Jenis™ D

Keterangar

Keterangan:
¥ Janis Fasilitas ; 1. Rumah Dinas, 2. Biaya hidup, 3. Jaminan Kesahatan, 4. Mobil Dinas, 5. Opsi pembelfian saham/surat berhacga, 6. Lainnya
Lembar ini dapat diperbenyok sesual kebutuhan

Halaman Je 1 dari ¥




LAMPIRAN 3. SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Tang bertandiis rfianba  wah I8l;

Hama
Tempar/Tanggsl Lahi !
Nomor KTPR/HIE

Alamat

{relanjutora vbboipad W Wereier] K

Denganinl mem beti kulibeng hak Subs | iTuth BEpEE: ceere s B

sl Pe asan Korups! {“NPK"), bers lgsat di 1L HR Rasuna Seid Kav.C-1, fskorta Selatan, 12920, lndomlo, yang bertindak bak secara bersama-ama maupun
sendif-y  esd (sojutdipebut *  Penedm aska” | i

Unuk dan atas nema Perber Kuma mengumumban selunuh hata hekayaan PemberiKuasa yang dilaporean kepads Peneima Kusa delam Berits Megar a dan Tambahaniierita
Negara Republk indonesia dan/atsu medla liin yang ditetapka n olsh Penedma Kumas, B S A A KL S

Sehubungan denganitu Penerlmakuasa berwenang ghadap dan/stau \ghubungl lembaga baik di tingkat pusst maupun daetah dan/ atau pejabat yangberwanang maugun
Pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dlanggap perls den penting serta berguna bag) Penerima Kuma sesual dengan peraturan perundang-undsngan
yangberiaky,

SurBtKuasa Ini berlku sejsk dhandatangsni kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunls stau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sehagal Peny slenggara N sgant ernit ung
sejak tanggs! berakhirnya jabatan atas berada di bawah pengampuan atay serelah mendapatkan persetujuan tertulls mengenai pencabrtannyadari Penerimakiuass —

. INDRAMAYU 1/1/2020

Pemberi Kuaza,

"} Coretyang G perk [ l
ned_ak_si sural kuasa ii tidak dapat divbah

Halsman ke W Gar v

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

fang bertarda-iangeodi LIGTE

Nama (sesual dengan KTP) 1
Tempat/Tanggal Lahir : !
Nomor KTP /NI :
Alamat H

{ sela njutrrya disebut seba g emberiuasa”].

‘I‘mmu m em beshdengaabmkt | tusi kepadac
pinan Korisi Pemberantasan Korupsi ("KPK™), beralamat di JL HR Rasuna Said Kav, C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak bak secara bersama-sama maupun
sendi ri-sendri{ se la] uthy2 disebut " Penedraliasa *)

KHUSUS

Untuk dan asiomama  berl Kuasac
i Mennnhun, memperoieh, memeriksa dan mengklarifikast termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data danjatay infarmasi keuangan Peberi Kuasa yang

I-Kl

a, lembags keuangan bank maupun lembaga keuangan non hank:

b Lembaga/ pihak/ profasl/ instans] pemérintah yang terkalt efek;

c. Badan ussha dan/ atay perusahaan,

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenal dita keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b Lembaga/ pihak/ peofesif Instansi pemerintah yang terkalt efek;

¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan,

Sehubungan dengan ftu, Penerima Kuata berwenang menghadap kepads semua lembaga kewangan bank maupun lembaga keuangan nonbank dan/ atau pejabat- pejabat yang
berwenang maupun pinak-plhak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setidp akhir tahun {balk aski maupun fotocopy)

Pemberi Kuasa, melakukansegala tindakan hukum yang dianggap perkr dan penting serta berguna bagi Pemberl Kuasa sesial dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku. -

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal du'ua ataw setelzh 5 {lima) tahun 6idak lag menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung
sejak tanggal berakhirnya Jabatan atau berada di bawsh pengampuan atau seteish mend persetujuan tertulis mengend pencabutannya dari PenerimaKuasa, «-—s-seme——essae

Pemberi Kuasa,

*ILembarzn hi dapat difotokopl dan diperbanyak sesual dengan kebutwhan
4} Coret ying tidak periu [
Redaksi surat kuasa ol tidak dapat diubsh E—— aA
Halaman ke Tv
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I #miboe wbsd KPY

ORASE P4 MARERLNT &AM IDRUPS
P INDONE 34
B H R Ravwm Saidd Ko L 9 umingen
m ; Joharty 10930

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

e i _ |
|
- sowme
il [ ]
o peporn < [T 1]

Yang menerima, Yang menyershkan,

i I | |
Alamat
No. Telp.:

[ pomtur gt ok Fem e ngyry Reges

AANT ¥
PO A NN A
B o By Sand Bnd | Tremgen
robarts )P0

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELEMGGARA NEGARA

Aas Nama [0
Jahatan |
!
Bicang 1 I( KSEXUTIF
Lembaga 1 [

Tahun Pelaporan T

Yang menerima, Yang menyerahkan,
{ I [
Jabatan : Jabatan : @
Alamat o
" Coret yong tidok perty No. Teip




" By

PENJELASAN/PETUNJUK PENQISIAN

1. PETUNJUK UMUM
A. UMUM

1. Isilah formulir LHKPN ini secara jujur, benar dan lengkap dengan
HURUF CETAK.

2. Lembaran isian formulir dapat diperbanyak sesuai kebutuhan,

3. Harta adalah semua harta kekayaan vyang dimiliki oleh
Penyclenggara Negara, lstri/Suami dan atau anak yang masih
menjadi tanggungan, baik atas nama yang bersangkutan maupun
atas nama orang lain.

4. Hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh Penyclenggara
Negara, Istri/Suami dan atau anak vyang masih menjadi
tanggungan.

5. Bubuhkan paraf pada setiap halaman «i kanan bawah.

6. Pelaporan harta kekayaan menggunakan mata uang rupiabh,
sedangkan kekayaan dalam bentk mata uang asing dilaporkan
dalam (dokonversikan menjadi) mata uang Dollar Amerika (US$)
dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal
pelaporan.

7. Masukan Formulir LHKPN yang telah diisi dengan lengkap beserta
lampiran surat atau tanda bukti kepemilikan harta kekayaan ke
dalam amplop yang telah disediakan oleh KPK dan
disampaikan/dikirimkan ke Kotak Pos JKT 10900.

. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Batas Waktu, tempat dan cara pendaftaran LHKPN ke KPK
a. Batas Waktu Pendaftaran Formulir LHKPN
Formulir LHKPN yang telah diisi dengan benar, jelas dan
lengkap beserta lampiran surat/tanda hukti kepemilikan harta
kekayaan yang telah difoto copy disampaikan untuk didaftarkan
ke kantor KPK di Jakarta selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
sejak Penyelenggara Negara memangkujabatan, mutasi/promosi
jabatan dan atau mengakhiri suatu jabatan serta telah
menerima Formulir LHKPN.
b. Tempat Pendaftran Formulir LHKPN
Tempat Pendaftran Formulir LHKPN adalah di kantor KPK
c. Cara Penyampaian Formulir LHKPN
Penyampaian Formulir LHKPN ke Kantor KPK dapat dilakukan
secara
1) Disampaikan langsung ke kantor KPK
2) Diposkan ke kotak Pos 575 JKT 10900
2. Dokumen LHKPN
Penyelenggara Negara dianjurkan menyimpan foto copy Dokumen
LHKPN yang telah diisi secara lengkap
3. Apabila ada halaman dan atau baris yang tidak terisi (kosong)
silahkan halaman baris tersebut dicoret silang/cross.

. SANKSI
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya
sesai dengan ketentuan perundang-undangan, selain dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, dapat juga dikenakan ketentuan perundang-
undangan lain yang berlaku




PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
HALAAMN v, FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA
Tempelk an pas foto berwama terbaru ukuran 4X6 em Saudara padn tempat ving sudah

disediak an.

¢ Tanggal Pelaporan : Isilah dengan tanggal, bulan dan lahun peda saat
membuat LHKPN ini

* Nama Lengk#ap . lsilah natna lengkap saudara disertai geiar

» Nopeg/NIP/NRP/NRK : Isilah sesuai dengan nomor identitas kepegawaian
atau Pejabal Negara Saudara

¢ Jabatan . Yang dimaksud dengan jabatan adalah

. Penyelenggara Negara  sesuai  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999.

2. Pejabat lain yang berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan vang berlaku diwajibkan
melaporkan harta kekayaan,

Istilah Jabatan saudara sebagai penyelenggara
Negara saat ini.
Apabila lebih dari satu, cantumkan semuanya.
Contoh:
1. Seorang Kepala Kejaksaan Negeri, istilah
jabatan Saudara secbagai “Kepala Kejaksaan |
Negeri”
2. Secrang Deputi X di Kementerian Y
merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN
Z, istilah jabatan Saudara sebagai “Deputi X
dan Komisaris Z".
3. Seorang Sekretaris Daerah mencalonkan diri
menjadi Bupati, istilah jabatan Saudara |
sebagai “Sekretaris Daerah (Calon Bupat
periode tahun X2O0-YYYY)”

¢ Unit Kerja : Isilah Unit Kerja tempat Saudara bertugas saat ini

e Lembaga :  Istilah nama Departemen/Lembaga Non
Departemen/Instansi atau Perusahaan tempat Sadara |
bertugas saat ini. |

I. DATA PRIBADI
1.1. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Isilah nama lengkap saudara termasuk |
gelar |

2. Nomor KTP : Isilah dengan nomor KTP Saudara

3. Jenis Kelamin : Ilsilah nomor kode sesuai jenis kelamin
saudara

4.  Tempat/TglLahir : Isilah tempat dan tanggal lahir Saudara |
secara lengkap

5. Pendidikan Tertinggi : Isilah nomor kode jenjang pendidikan |
tertinggi yang saudara tamatkan |

6. Agama : lsilah nomor kode agama yang sadara anut. ||

Apabila isian pada nomor kode 6 (agama ||

lainnyn). Tulis nama agamanya
7.  Status Perkawinan : Isilah nomor kode status perkawinan

saudara |

8  NPWP : Isilah NPWP saudara :

9.  Alamat Pekerjaan : Isilah secara lengkap alamat dimana |
saudara bekerja

10. Alamat Rumah : Alamat rumah akan digunakan sebagai

alamat untuk surat menyurat. Isilah secara
lengkap alamat rumah yang saudara |
tempati saat ini. Jangan lupa menuliskan
nomor telepon atau nomor seluler (HP) yang |
bisa dihubungi.

1.2. RIWAYAT JABATAN
Penulisan riwayat jabatan harap diisi secara berurutan dari jabatan terkini. |
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Kolom 2

Isilah Nama Jabatan yang pernah Saudara jabat {termasuk

pangkat dan golongan untuk PNS atau TNI/POLRI)

Kolom 3 : Isilah Nama Instansi berupa unit kerja dan lembaga tempat
Saudara menjabat pada saat itu

Kolom 4 : lsilah Nomor sural Keputusan Pengangkatan Jabatan

Saudara pada sast itu

Kolom 5 . Isilah tanggal, bulan dan tahun SK pengangkatan jabatan
saudara pada saat itu

Kolom®6 : Isilah tanggal, buian dan tahun SK pemberhentian jabatan |

saudara pada saat itu.

II. DATA KELUARGA
I.1. DATA ISTRI/SUAMI

Jumlah Istri  : Isilah jumlah istri Saudara pada saat ini
Kolom 2 : Isilah nama lengkap termasuk gelar
Tempelkan pasfote berwarna terbaru ukuran 2X3 om
Kolom 3 : Isilah tempat dan tanggal lahir
Kolom 4 : Isilah tempat dan tanggal nikah
Kolom 5 : lsilah jabatan dan tempat kerja istri/ suami saat ini .
Kolom 6 : Isilah secara lengkap alamat rumah yang ditempati |

istri/ sami saat ini
Apabila alamat sama dengan PN, tulis “sama dengan PN”
I.2. DATA ANAK YANG MASIH MENJADI TANGGUNGAN
Anak yang masih menjadi tanggungan, mencakup seluruh anak yang biaya
hidupnya masih ditanggung Saudara, baik anak kandung, anak tiri, maupun
anak angkat
Jumlah Anzk : lsilah jumlah anak yang masih menjadi tanggungan |
Saudara sast ini
Kolom 2 : Isilah nama lengkap termasuk gelar, jenis kelamin dan
statusnya

Kolom 3 : Isilah tempat dan tanggal lahir |

Kolom 4 : Isilah nama dan alamat sekolah/perguruan tinggi dan anak |
yang masih sekolah

Kolom 5 : Isilah secara lengkap alamat rumah yang ditempati anak |
saat ini.

Apabila alamat sama dengan PN, tulis “sama dengan PN”

I1.3. DATA ANAK YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN
Anak yang tidak menjadi tanggungan, mencakup seluruh anak yang biaya
hidupnya tidak lagi ditanggung Saudara, baik anak kandung, anak tiri, maupun
anak angkat.
Jumlah Anak : Isilah jumlah anak yang tidak menjadi tanggungan
Saudara saat ini
Kolom 2 : Isilah nama lengkap termasuk gelar, jenis kelamin dan
status

Tempelkan pas foto berwarna terbaru ukuran 2X3 an
Kolom 3 : Isilah tempatl dan tanggal lahir
Kolom 4 : Isilah pekerjaan dan alamat kantor
Kolom 3 : Isilah secara lengkap alamat rumah yang ditempati saat ini

Apabila alamat sama dengan PN, tulis “sama dengan PN”

III. HARTA KEKAYAAN
II. 1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN])

Termasuk dalam kelompok ini adalah tanah dan atau bangunan yang
dimiliki, baik yang ada di dalam negeri, maupun di luar negeri.

Kolom 2 . Isilah lokasi/alamat bidang tanah dan atau bangunan
tersebut secara lengkap
Kolom 3 : Isilah luas tanah dalam satuan m2 sesuai dengan dokumen

bukti kepemilikan, surat tanah dan atau luas bangunan
dalam m2 sesuai dengan keadaan sebenarnya. Isilah
Nomor surat tanah sesuai dengan dokumen kepemilikan
yang dimilikd.
Kolom4 - Atas nama : isilah sesuai dengan nama yang tercantum
dalam surat/tanda bukti kepemilikan
Hubungan keluarga : isilah nomor kode sesuai hubungan
keluarga dengan PN sebagaimana disebut pada bagian
bawah halaman formulir ini.
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Isilah dengan nomor kode asal usul perolehan kekayaan |
sebagaimana disebut pada bagian bawah halaman formulir
ini. Hasil sendiri adalah harta yang diperoleh dari
Penyelenggara Negara. Istri/Suami dan atau anak yang
masih menjadi tanggungan, Untuk pilihan 2 s/d 7 harus
melengkapi formulicr LHKPN MODEL KPK-A halaman 23
Kolom 6 : Isilah periode tahun perolehan tanah dan atau bangunan
tersebut.
Kolom 7 : Isilah dengan harga perolehan tanah dan atau bangunan
tersebut
Kolem8 : Isilah dengan Nilai Jual Obyek Pajk {NJOP) tanah dan atau
bangunan sesuai dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), jika belum ada SPPT PBB maka gunakan taksiran
nilai pasar.

Dokumen yang harus dilampirkan :

a. Foto copy surat bukti kepemilikan tanah/bangunan atau apartemen

b. Foto copy SPPT PBB tahun terakhir

¢. Jika sertifikat kepemilikan tanah Dbelum dimiliki atau belum
dibaliknamakan, maka lampirkan foto copy Bukti Perjanjian Jual

Beli/Girik /Pipil/Surat Keterangan Camat atau Lurah

Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total di setiap |
lembar dan isilah totalnya pada lembar terakhir.

II1.2. HARTA BERGERAK

3.2.1. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA
Termasuk dalam kelompok ini adalah setiap jenis alat transportasi
cdan mesin lainnya yang dimiliki, baik untuk keperluan pribadi,

untuk keperluan usaha namun tidak sebagai barang dagangan.

Kolom 2 : Isilah sesuai dengan nomor kode jenis yang tersedia
Kolom 3 : Atas npama : isilah sesuai dengan nama yang tercantum
dalam surat/tanda bukti kepemilikan.

Hubungan Keluarga : Isilah sesuai nomor kode

hubungan keluarga antara Saudara dengan nama yang
tercantum dalam surat/tanda bukti kepemilikan (lihat
nomor kode yang tertera di bagian bawah pada halaman

7

Isilah dengan kode asal usul perclehan harta (lihat
nomor Kode yang tertera dibagian bawah pada halaman
7). Untuk pilihan 2 s/d 7 harus melengkapi formulir
LHKPN MODEL KPK-A halaman 23,

Kolom 5 : Isilah No. Polisi, Merk, Model dan Tahun Pembuatan
Alat Transportasi tersebut

Contch : B7031 JX

No. Polisi : Toyota Kijang

Merk : Mini Bus

Model ;2000

Tahun Pembuatan
Kolom 6 : Isilah dengan tahun perolehan harta tersebut
Kolom 7 : Isilah dengan harga perolehan harta tersebut .
Kolom 8 : lsilah Nilai Jual Harta tersebut sesuai harga pasar pada

saat pelaporan

Dokumen yang harus dilampirkan :

a Foto copy bukti kepemilikan, misalnya : BPKB {Bukti Pemilik
Kendaraan Bermotor)

b. Untuk Kapal Laut atau Pesawat Udara, dilampirkan foto copy sertifikat

kepemilikan yang masih berlaku.

Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total
pada setiap lembar dan isilah totalnya pada lembar terakhir |
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PERTANIAN,

3.2.2. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN,
KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

Halaman ini diisi bila peternakan, perikanan, perkebunan,
pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya tidak
berbentuk badan hokum dan secara keseluruhan dimiliki oleh
Penyelenggara Negara, Istri/Suami dan atau anak yang masih
menjadi tanggungan.

Termasuk dalam kelompok ini scluruh ternak, ikan, tanaman
perkebunan, tanaman pertanian, kandungan hutan dan
kandungan tambang yang terkandung di dalam/di atas tanzh vang
dimiliki/dikuasai yang merupakan harta kekayaan milik Saudara,
termasuk hasil-hasil produksi yang belum dijual. Semua barang
dagangan termasuk dalam kelompok ini, contoh : usaha jual beli
tanah dan atau bangunan, maka tanah dan atau bangunan vang
belum terjual pada saat pelaporan dilaporkan pada kelompok ini

Kolom 2 : Isilah sesuai dengan nomor kode jenis yang tersedia
Contoh : isi angka 3 apabila harta bergerak tersebut
adalah tanaman perkebunan

Kolom3 : Isilah nama jenis harta sechubungan dengan kolom 2
tersebut. Contoh : Kelapa Sawit

Kolom 4 : Isilah status lahan/tempat usaha yang dimniliki

Kolom 5 : Isilah kota dan Negara tempat kegiatan usaha tersebut
dilaksanakan

Kolom6 : Atas nama : Isilah sesuai dengan nama yang tercantum

dalam surat/tanda bukti kepemilikan

Hubungan keluarga : Isilah sesuai nomor kode
hubungan keluarga antara Saudara dengan nama vang
tercantum dalam surat/tanda buku kepemilikan hara
{lihat nomor kode yang tertera di bagian bawah pada
halaman formulir tersebut)

Kolom 7 : Isilah dengan kode asal usul perolehan kekayaan (lihat
nomor kode yang tertera di bagian bawah pada halaman
formulir tersebut). Untuk pilihan 2 s/d 7 harus
melengkapi formulir LHKPN MODEL KPK-A hal. 23

Kolom8 : Jumlah : isilah jumlah/satuan pada saat pelaporan.
Satuan : Isilah (gunakan kaidah umum satuan vang
berlaku), contoh : ikan bisa menggunakan satan ton

atau Kg
Kolom 9 : Isilah dengan tahun perolehan/tahun  produksi
kekayaan tersebut
Kolom 10 : Isilah dengan nilai yang sesuai harga pasar pada saat

pelaporan. Nilai saat pelaporan adalah nilai barang
modal selain tanah, bangunan, alat transportasi dan
mesin lainnya yang sudah dicantumkan pada halaman
sebelurnnya.

Dokumen yang harus dilampirkan :
c. Foto copy bukti kepemilikan usaha (ijin usaha)

Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isilah sub toral
pada setiap lembar dan isilah totalnya pada lembar terakhir

3.2.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

Termasuk dalam kelompok ini seluruh jenis benda bergerak lainnva

yang dimiliki, vang berupa :

» Logam Mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan,
logam mulia lainnya)

e Batu Mulia ({intan, berlian, batu mulia lainnya}

¢ Barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang
antik)

¢ Benda bergerak lainnya (mencakup semua benda bergerak lainnya
yang dimiliki antara lain peralatan elektronik, fumiture, alat

musik/olah raga dljj
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Isilnh sesual dengan nomaor kide jenis harta bergerak

lninnyn
Contoh : Eias Perhinsan kode jenisnyn adatah 1,2,

Kol 2

holoni 3 sy namn harti ke kiayaan,  misalnya sesunl  sian
kolomy 2 bentuknyn berupn kadung, gelang, cinein dan
nefenisnyn,

Kolony 4 ¢ AMuas nanag Istah sesunl dengan nama yang, tercantutn
doliyy surnd fandan hukti kepemilikar,
Hubungonn  keluargn  :  Isilah  sesuni nomor  Kode

hubutggnn keluarga antarn Saudars dengan nama yang,
tercantum dolam surat/tandn bukti kepemilikan harta
{ihat nomor kade yang teclern di bagian bawah  pada
halunn formulie tersebut),

Kolom 5 ¢ Isilah dengan kode asal usul perolehan kekayaan (lihat
nomor kode yang tertera di baglan bawah pada halaman
9).
Untuk pllihan 2 s/d 7 harus melengkapi  fiormulir
LHKPN MODE I, KPK-A halaman 23,

Kolom 6 ¢ Jumlah ; Isiloh jumlah kekayaan tersebut
Satuan : Isilah satuan kekaynan tersebut (gunakan
katdah umum satuan yang berla kuj
Misainya untuk emas perhiasan hisa menggunakan
satuan gram

Kolom 7 : Isilah dengan periode tahun  perolechan  kekayaan
tersebut

Kolom 8 : Isilah dengan harga perolehan kekayaan tersebut

Kolom 9 : Isilah nilai jual kekayaaan sesuai harga pasar pada saat
pelaporan

Dokumen yang harus dilampirkan:

a. Foto copy bukti kepemilikan atau bukli pembelian
Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total

pada sctiap lembar dan isilah totalnya pada lembar terakhir

111.3. SURAT BERHARGA

Termasuk dalam kelompok ini semua obligasi, saham, penyertaan modal bukan dalam
bentuk saham dan bentuk surat berharga lainnya
Contoh : Reksadana, Future, Ops, dll

Kolom 2 : Isilah sesuai dengan nomor kede jenis yang tersedia
Contoh : Isi kode 2 apabila surat berharga tersebut adalah berupa
saham

Kolom 3 : Isilah nama Negara tempat surat berharga tersebut disimpan

Kolom 4 : Isilah nomor kode tempat penyimpanan surat berharga tersebut

{lihat nomer kode yang tertera di bagian bawah pada halaman 10}
Contoh : isi kode 2 apabila tempat penyimpanannya adalah di Bank
Kustodian/Deposit Box

Kolom 5 : Atas nama : Isilah sesuai dengan nama yang tercantum dalam
surat/tanda bukti kepemilikan.
Hubungan keluarga : Isilah sesuai nomor kode hubungan keluarga
antara Saudara dengan nama yang tercantum dalam surat/tanda
bukti kepemilikan harta (lihat nomor kode vang tertera di bagian
bawah pada halaman 10}

Kolom & 1 Isilah dengan kode asal usul perelehan kekayaan harta (lihat nomor
kode yang tertera di bagian bawah pada halaman 10}
Untuk pilihan 2 sfd 7 harus melengkapi formulir LHKPN MODEL
KPK-A halaman 23

Kolom 7 + Isilah dengan periode tahun investasi

Kolom 8 : Isilah dengan jumlah (lembar/lot} surat berharga tersebut %
kepemilikan

Kolem 9 : Isilah npama perusahaan yang menerbitkan surat berharga
tersebut/perusahaan Kustodian.

Kolom 10 : Isilah nomor kode penempatan

Kolom 11 : Isilah nilai jual surat berharga tersebut sesuai harga pasar pada saat

pelaporan dalam Rp. Atau US$

Dokumen yang harus dilampirkan :
a Foto copy statement of account (untuk obligasi atau saham yang diperjualbelikan) atau

bukti kepemilikan lainnya
b. Foto copy anggaran dasar pendirian perusahaan dan seluruh perubahannya (untuk

saham penyertaan)
Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total pada setiap lembar

dan isilah totalnya pada lembar terakhir
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11.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, QIRO, TABUNGAN DAN SETARA KAY LAINNYA

Termasuk dalam kclompok ini seluruh uang tunei, deposito, giro, tabungan dan :
sctara kas lninnya yang saudara miltki,

Kolom 2

[silnh sesuni dengan nomor kade jenis yang tersedia
Contoh : 18l kode 2 apablla harta kekayaan tersehut herupa

deposito
Kolom 3 ¢ Isilah nama Negara tempat kckayaan terschut disimpz in
Kolom 4 ¢ Isilah dengan nomor kode tempat penylmp:inan harta ({iihat

keterangan di bawah pada halaman 11)
Contoh : isi kode 2 apabila tempat penyimpanannya adalah di |
Bank/ Deposit Box

Kolom 5 : AMas nama : Isilah sesuai dengan nama yang tercantum dalam
surat/tanda bukti kepemilikan '
Hubungan keluarga @ Isilah sesuai nomor kode hubungan |
keluarga antara Saudara dengan nama yang tercantum dalam
surat/tanda bukti kepemilikan harta (lihat nomor kode yang
tertera dibagian bawah pada halaman 11)

Kolom 6 : Isilah dengan nomor kode asal usul perolehan kekayaan harta
(lihat nomor kode yang tertera di bagian bawah pada halaman
11). Untuk pilihan 2s/d 7 harus melengkapi formulir LHKPN
MODEL KPK-A halaman 23

Kolom 7 : Isilah nama Bank/Lembaga Penyimpanan Kekayaan Saudara
Kolom 8 : Isilah periode tahun saat membuka rekening Saudara
Kolom 9 : Isilah dengan nomor Rekening Giro, Deposito, Tabungan dan

setara kas lainnya
Kolom 10 : isilah nilai saldo pada saat pelaporan

Dokumen yang harus dilampirkan :

a.  Deposito . Foto copy hilyet atau statement rekening deposito
per posisi pelaporan

b. Giro : Folo copy rekening terakhir posisi pelaporan

c. Tabungan : Foto copy buku tabungan halaman depan dan

halaman saldo terakhir
d. Sctara kas lainnya : Foto copy bukti kepemilikan yang menunjukan
saldo posisi pelaporan

Jika menggunakan lehih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total pada
setiap lembar dan isilah totalnys pada lembar terakhir

II1.5. PIUTANG
Termasuk dalam kelompok ini seluruh piutang

Kolom 2 : lsilah dengan nama debitur {peminjam)

Kolom 3 : Isilah dengan kode bentk piutang
(lihnt nomor kode yang tertera di bagian bawah pada halaman
12)

Kolomn 4 : Isilah tanggal transaksi piutang

Kolom 5 : Isilah tanggal jatuh tempo/berakhirnya piutang

Kolom6 : Isilah hentuk agunan yang diterima

Kolom 7 : Isilah dengan nilai piutang pada saat pelaporan dalam rupiah |
atau US$

Dokumen yang harus dilampirkan :
a. Foto copy surat perjanjian/bukti piutang

b. Foto copy pernyataan, apabila tidak adn surat perjanjian utang piutang

c. Foto copy polis asuransi yang dapat dicairkan pada waktu tertentu, misalnya
asuransi pendidikan

Jika menggunakan lehih dari satu lembar halaman ini, isilah sub total pada
setiap lembar dan isilah totalnyn pada lembar terakhir
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I11.6. HUTANG
Termasuk dalam kelomnpok inf adalah sclurub jenis hutang

Kolom 2 : Isilah dengan nama kreditur (yang member pinjaman) atau
bank/perusahaan penyedia kartu kredit

Kolom 3 : Isilah dengan kode bentuk hutang
(lihat nomor kode yang tertera di bagian hawah pada halaman
formulir tersebut

Kolom 4 : Isilah tanggal mulai transaksi hutang

Kolom 5 : Isilah tanggal jatuh tempo/berakhirnya hutang

Kolom 6 : Isilah bentuk harta kekayaan yang diagunkan/nomor kartu
kredit

Kolom 7 : Isilah dengan nilai hutang pada saat pelaporan dalam rupiah
Us$

Dokumen yang harus dilampirkan :

a. Foto copy surat perjanjian/bukti hutang

b. Foto copy statement rekening hutang per tanggal pelaporan atau yang terakhir
¢. Foto copy tagihan kartu kredil terakhir

Jika menggunakan lebih dari satu lembar halaman ini, isiiah sub lotal pada
seliap lembar dan isilah totalnya pada lembar lerakhir

IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN

Posisi tanggal pelaporan : dituliskan tanggal, bulan dan tahun pada saat membuat
Laporan Harta Kekayaan
{Catatan : harus samn dengan tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada halaman iv)

Nomorlll.l.  : Total kekayann harta tidak bergerak (total nilai tanah dan
bangunan/Formulir III. 1. Kolom 8)

Nomor II1.2.  : (lihat pomor kode yang tertera dibagian bawah pada halaman
formulir tersebut
IL.2.1. kolom 8 + iotal nilai Peternakan, Perikanan, dll/Formulir
I11.2.2. kolom 10 + total nilai harta benda bergerak lainnya / Formulir
111.2.3. kolom 9

Nomor IIL.3. : Total kekayaan Surat Berharga (total nilai obligasi, saham, surat
berharga lainnya dan investasi lainnya/ Formulir 1113, kolom 11)

Nomor 1il.4. : Total kekayaan uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas
lainnya (total nilai uang tunai, deposito dll/Formulir IIL4. kolom 10)

Nomor IILS. : Tolal nilai piutang formulir IIL5. kolom 7

Nomor II1.6. : Tolal nilai hutang formulir II1.6. Kolom 7

Catatan :

1. Isilah  sublotal harta dengan  cara  menjumlahkan  nilai nomor
IH. 1. +[1L2. +111.3. +111.4. +IIL.5.

2. Isilah nilai total hutang pada itmpat yang telah disediakan

3. Isilah total harta kekayaan dengan cara: nilai sublofal harta dikurangi nilai hutang

V. PENGHASILAN PENYELENGGARA NEGARA
V. 1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER BULANj

Termasuk dalam kelompok ini semua penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan
jabatan PN dihitung rata-rata pcr bulan pada tahun terakhir posisi pelaporan

Kolom 2 : Isilah dengan pama lembaga atau perusahaan tempat PN |
bekerja saal ini

Kolom3 : [silah besarnya gaji bruto (kolor) yang diletima

Kolom4 : Isilah besarnya funfangan jabatan yang diterima

Kolom 5 : Isilah hesarnya honorarfum/tunjangan lainnya yang diterima

Kolom 6 : Isilah besarnya potongan-potongan atas penghasilan (tidak
termasuk cicilan hutang [

Kolom 7 : Cukupjelas

Dokumen yang harus dilampirkan : foto copy slip gaji/honorarium bulan terakhir
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V.2, PENGHASILAN DARI KEKAYAAN YANG DIMILIKI (PER TAHUN}

Termasuk dalam kelompok ini semua penghasilan yang diperolen dari kekayaan
yang dimilili sclama 1 tahun terakhir

i i |E tersedia
Kolom 2 . Isilah dengan nomor kode jenis pcnghamlfm yang .
l Contoh : Isilah kode 2 apabila penghasilan tersebut berupa
bnga bank ' .
Kolom 3 . Isilah dengan nama harta yang menimbulkan penghasilan
sesuai dengan jenis penghasilan '
Contoh : Jika mengisi nomor kode 2 (bunga bank) sehutkan
jenis tabungannya : |
Kolom 4 : Isilah nama perusahaan/badan hokum/perorangan yang
memberikan penghasilan
Kolom 5 :  Cukup jelas

Dokumen yang harus dilampiTkan

a. Foto copy kontrak sewa

b. Foto copy bukti pembayaran sewa/ kontrak/deviden

¢. Foto copy buku tabungan tempat menampung bunga hank
d. Rekapitulasi penjualan produksi

e. Foto copy bukti relevan lainnya

| VL PENGHASILAN DARI PROFESI/KEAHLIAN (PER TAHUN])

Termasuk dalam kelompok ini adalah seluruh penghasilan yang diperoleh karena |
keahliannya (diluar penghasilan dan jabatan PN] |
Contoh Profesi : broker/pialang, dokter, pengacara, dosen, akuntan, konsultan,

peneeramah agama dll |
Contoh Keahlian : pelukis, seniman, penerjemah, pencipta lagu dil

Kolom 2 . Isilah dengan nomor kode jenis penghasilan yang 'ersedia _ [
Contoh : Isilah kode 1 apabila penghasilan tersebut berupa jasa |
profesi

Kolom 3 : Isilah nama perusahaan/badan hokum/percrangan  yang
memberikan penghasilan

Kolom 4 : Cukupjclas

VII. PENGHASILAN ISTRI/ SUAMI PENYELENGGARA NEGARA
VI. 1. PENGHASILAN ISTRI/SUAMI DARI PEKERJAAN (PER BULAN)

Termasuk dalam kelompok ini semua penghasilan yang diperoleh istri/suami
pel bulan dari jabatan/pekerjaan tetap

Kolom 2 : lIsilnh dengan nama lembaga atau perusahaan tempat
istri/suami bekerja saat ini |

Kolom 3 : lsilnh besarnya gaj bruto (kotor) yang diterima

Kolom 4 : lsilnh besarnya tunjangan jabatan yang diterima

Kolom 5 : Isilah besarnya honorarium/tunjangan lainnya yang |
diterima

Kolom 6 ¢ Isilah besarnya potongan-potongan atas penghasilan
{tidak termasuk cicilan hutang)

Kolom 7 : Cukupjelas

Dokumen yang harus dilampirkan : Slip gaji/honorarium bulan terakhir
VIL.2. PENGHASILAN ISTRI/SUAMI DARI PROFESI/KEAHLIAN (PER BULAN)

Termasuk dalam kelompok ini adalnh seluruh penghasilan yang diperolzh
karena kenhliannya (diluar penghasilan dari jabatan)

Contoh Profesi: broker/pialang, dokter, pengacara, dosen, akuntan, konsultan,
penceramah agama dli .

Contoh Keahlian : pelukis, seniman, penerjemah, pencipta lagu dll




Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

VIIL. SURAT PERNYATAAN
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Isilah dengan nomor kode jenis penghasilan yang tersedin
Conloh : Isllah kode 2 apabila penghasilan tersebut
berupa jasa keahlian

Isilah nama perusahaan/badan hukum/perorangan yang
memberlkan penghasilan

Cukup jelas

Surat Pernyataan ini wajib diisi :

Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Pekerjaan

Nomor KTP/Passport
NPWP

Alamat

Isilah nama lengkap disertai gelar

Isilah tempat dan tanggal lahir

Isilah jubotan saal ini

Isilah No. KTP/passport

Isilah No. NPWP

Isilah secara lengkap alamat rumah yang ditempati saat ini

IX. SURAT KUASA MENGUMUMKAN HARTA KEKAYAAN

Mengumumkan harta kekayaan merpakan kewajiban Penyelnggara Negara.
Apabila dikuasakan kepada KPK, Surat Kuasa ini wajib diisi.

Nama
Tempal/TglLahir
Pekerjaan

Nomor KTP/Passport
NPWP

Alamat

X SURAT KUASA

Isilah nama lengkap disertai gelar

Isilah tempal dan tanggal lahir

Isilah jabatan saal ini

Isilah No. KTP/pussport

Isilah No. NPWP

Isilah secara lengkap alamal rumah yang ditempati saal ini

Surat kuasa ini wajib diisi. Satu lembar surat kuasa dapat digunakan untuk
beberapa rekening apabila pemilik rekening sama.

Jika membutuhkan lebih dari satu halaman, lembar blanko surat kuasa ini
dapat diperbanyak dengan memfisto copy.

Setiap lembar formulir surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa
sesuai dengan atas nama pemilik rekening,

Nama
Tempat/TglLahir
Pekerjaan

Nomor KTP/Passport
NPWP

Alamat

XI. LAMPIRAN SURAT KUASA

Isilah nama lengkap disertai gelar

Isilah tempat dan tanggal lahir

Isilah jubatan saal ini

Isilah No. KTP/passport

lsilah No, NPWP

Isilah secara lengkap alamal rumah yang dilempati saat ini

Setiap Surat Kuasa dilampiri satu lampiran Surat Kuasa yang merupakan satu

kesatuan.

| XII. SURAT PERSETUJUAN ATAS REKENING BERSAMA (JOINT ACCOUNT)

Formulir ini digunakan bila PN (Penyelengara Negara), IstrifSuami atau Anak
yang masih menjadi tanggungan memiliki rekening bersama dengan pihak lain
yang permintaan keterangannya mengharuskan persetu juan.
Lembar Surat Kuasa ini dapat diperbanyak sesuai kebuthan

Namst
Tempal/TglLahir
Pekerjaan

Nomor KTP/Passport
NPWP

Alamatl

Isilah nama lengkap disertai gelar

Isilah tempet dan tanggal lahir

Isilah jabatan saal ini

Isilah No. KTP/passport

lsilah No. NPWP

Isilah secara lengkap alamal rumah yang ditempati saat ini
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XIH. SURAT PERNYATAAN TENTANG HARTA KE KAYAAN HIBAHI/ WARISAN/HADIAH

Setiap pemberian  atau  penerimann  harta  kekayaan yang berasal dari
hibah/warisan/hadiah harus dinyatakan dalam lembar formulir halam 22 _
Lembar formulir ini dapat diperbanynk sesuai dengaan keperluan, dengan
memisahkan antara harta yang diterima dan harta yang diberikan

Nama : Isilah nama lengkap

Jabatan : Isilah jabatan saat ini

Kolom 2 . Isilah jenis dan jumlah harta kekayaan misalnya @ 2 unit
mahil, 1 Ha tanah '

Kolom 3 : Isilah nilai perolechan harta hibah/warisan/hadiah

Kolom 4 . Isilah nama pemberi/pcnerima hibah/warisan/hadiah

Kolom 5 . lsilah alamat pemberi/penerima hibah/warisan/hadiah -

Kolom 6 + Isilah nomor kode sesuaj hubungan dengan Penyelenggara
Negara sebagaimana disebut pada bagian bawah halaman |
formulir ini '

Kolom 7 : Isilah tanggal, bulan, dan tahun peralihan harta

Kolom 8 : lIsilah keterangan/penjelasan yang terkait jika diperlukan




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR . 42 TAHUN 2017
TANGGAL, : 2k Jull 2017

TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

APARATUR SIPIL

FORMULIR, FORMAT, PENJELASAN DAN SURAT PERNYATAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIl. NEGARA

FORMULIR

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SI[PIL NEGARA

TAHUN 20XX

DATA PRIBAM

1.  Nama lengkap NPWP
2. Nomor KTP
3. Jenis Kelamin
4. Tempal/Tgl. Lahir
5. Agama
6. Status Perkawinan
1 NP
8 Pangkat Mulai tanggal
9 Jabatan Mulai tanggal
10.  Unit Kerja
11.  Alamat
- Kantor KodePos | | | | |
- Rumah KodePos [ [ T T 1T
12.  No. Telepon
I. HARTA KEKAYAAN
L1 HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp
i2 HART A BERGERAK (MOBIL, MOTOR DLL) Rp.
13. SURAT BERHARGA Rp
4. UANG TUNaI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN KAS LAINNYA Rp
[5.  PIUTANG (BARANG, UANG) Rp.
SUB TOTAL HARTA Rp
16.  HUTANG () Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp.
1L PENGHASILAN
) PENGAHSILAN DARI JABATAN (PER TAHUN) Ry.
[I2. PENGHASILAN DARI PROSES/KEAHLIAN (FER TAHUN) Rp
13 PENGHASILAN DAR] USAHA LAINNYA (PER TAHUN) Rp.
4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINN YA Rp.
TOTAL PENGHASILAN Rp
) =(14243)
11.5. PENGELUARAN (PER TAHUN)
IR PENGELUARAN RUTIN ) Rp.
[L52 PENGELUARAN LAINNYA €] Rp.
TOTAL PENGELUARAN (5 Rp
PENGHASILAN BERSIH (4)-(5) Rp.

PERNYATAAN

Saya menyalakan batwa Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHX.ASN) ini cibust dengan dats yang sebenar-benarnya dan dalam
keadaan sadar

Indramayu, 29 Januan 2015
Yang melaporkan

NIP.
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B, FORMAT LAPORAN

.. HARTA KEKAYAAN

1. HARTA TIDAK BE RGERAK (TANALT DAN BANGUNAN)

JUMLAIH

2. HARTA BERGERAK

a, Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Mesin dan
lainnyaj

JUMLAH

b. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan
Usaha lainnya,

JUMLAH

¢. Harta Bergerak Lainnya {Logam Mulia, Batu Mulia, Barang-Barang Seni dan
Antik, Benda Bergerak lainnya)

JUMLAH
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3. SURAT BERHARGA

JUMLAH

4, UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN KAS LAINNYA

JUMLAH

5. PIUTANG

JUMLAH

6. HUTANG

JUMLAH

II. PENGHASILAN

1. PENGHASILAN DARI JABATAN

JUMLAH




2, PENGHASILAN DARI PROFES)/KEANLIAN

JUMLAII '

3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

JUMLAH

4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA

JUMLAH

1. DATA KELUARGA

1. DATA ISTRI/SUAMI

2. DATA ANAK




C. PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

Data pribadi diisi sesuai dengan kondisi scbenarnya

L

IL

HARTA KEKAYAAN

1518

1.2

1.3.

1.4

1.5

1.6.

HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN] .
Adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti
kepemilikan. Nilai harta tidak bergerak ditetapkan herdasarkan NJOP

HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)

Adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor,
perabotan rumah tangga, Perhiasan, dil dengan nilai berupa harga
perolehan atau harga taksiran

SURAT BERHARGA
Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana dsb yang
dinilai berdasarkan harga.

UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN DAN KAS LAINNYA
Dinilai sesuai dengan nilai yang tertera.

PIUTANG (BARANG, UANG)
Adalah barang atau uang yang akan diterima dimasa yang akan datang
berdasarkan kesepakatan.

HUTANG
Adalah barang atau uang yang harus dibayar dimasa yang akan datang
berdasarkan kesepakatan

PENGHASILAN

IL1.

11.2.

1L3.

1L.4.

I1.5.

PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan

PENGHASILAN DARI PROFESI/KEAHLIAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan seperti Honor
Narasumber, Honor Kegiatan/Tim.

PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di lnar jabatan seperti
pendapatan dari sewa.

PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNY A
Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti warisan,
pemberian dsh.

PENGELUARAN (PER TAHUN)

I1.5.1. PENOELUARAN RUTIN
Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin
lainnya seperti, biaya listrik, air, transportasi dan biaya hidup
lainnya.

11.5.2. PENGELUARAN LAINNYA
Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin
seperti rekreasi, asuransi, biaya pengobatan dsb.



. SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama
Nomor KTP
Tempat/Tanggal Lahir
Pangkat/Jabatan

Alamat

NPWP

Menyatakan bahwa :

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam
Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, saya buat dengan
sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran
saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang
menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, demi tanggung jawab moral saya
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.

3. Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun
pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib
melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau
peraturan lain yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar,
tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yang Menyatakan,

Materai
Rp.6.000

NIP.




